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PRAKATA

Setelah menyelesaikan ujian disertasi di Fakultas Hukum
Universitas Indonesia pada tanggal 31 Juli 2003, dengan
judul disertasi “Independensi [eradilan di Bawah
Pemerintahan Soeharto: Kajian Fenomena Keadilan
Personal dalam Proses Peradilan di Tingkat Mahkamah
Apung,” promotor disertasi Prof. Dr. Ismail Suny, 5.H,,
MCL (almarhum) menyarankan agar penelitian masalah
kekuasaan kehakiman ini dikembangkan lagi. Prof [smail
Suny berharap saya dapat menjadi “spesialis kekuasaan
kehakiman di Indonesia” sebagai bidang pengajaran sava.
Harapan tersebut kemudian membawa saya menekuni
bidang kekuasaan kehakiman. Apalagi pengalaman
prakiik di pengadilan turut memperkaya pemahaman saya
tentang dunia peradilan. Buku ini merupakan kelanjutan
penelitian yang telah Penulis telah lakukan saat mengikuti
Program Doktor llmu Hukum pada Universitas Indonesia.

Saya berterima kasih kepada Prof. Ismail Suny. lidak
sedikit petinggi hukum dan pakar hukum di Indonesia
lahir sebagai bagian dari proses pembelajaran dari guru
besar Fakultas Hukum Universitas Indonesia tersebut.
Sekadar menyebut contoh, vaitu Prof. Dr. Moh, Mahfud
MD (Menteri Pertahanan Republik Indonesia 2000-2001
dan Menteri Kehakiman dan HAM, 2001 di era Presiden
Abdurahman Wahid; Ketua Mahkamah Konstitusi
Fepublik Indonesia, 2008-2013; Menteri Koordinator
Politkk, Hukum dan Keamanan di era Presiden Joko
Widodo, 2019 2024); Prof. Dr. Jimly Asshiddigie, S.H.
(Ketua Mahkamah Konstitusi Republik Indonesia, 2003




2008: dan Ketua Dewan Kehormatan Penyelenggara
Pemily, 2012-2017); Prof. Dr. Yusril Thza Mahendra, 5.H.,
MS5c (Menteri Hukum dan Perundang-undangan di era
Presiden Abdurrahman Walad, 1999-2001; Menteri
Hukum dan Tlak Asasi Manusia di era Presiden Megawati
Soekarnopulri, 2001-20(4; Menteri Sckretaris Negara di era
Presiden Susilo Bambang Yudhoyono, 2004-2007), dan
Prof. Dr. Harun Alrasid, 5H (Penasehat FPresiden
Abdurrahman Wahid, 1999-2001).

Penulis sangat tertarik dengan materi kekuasaan
kehakiman, terutama dikaitkan dengan pengaruh
kekuasaan politik. Materi ini menjadi inti persoalan
bagaimana menegakkan independensi peradilan. i dalam
sejarah Tslam pun pernah diuji apakah kekuasaan dapat
mempengarithi suatu proses peradilan sebagaimana terjadi
pada persidangan Ali ibn Abi Thalib - menantu Rasullah
Muhammad SAW dan khalifah keempat ~ vang kehilangan
baju besi yvang biasa dikenakan di setap pertempuran.
Setelah mencarinya dengan saksama, Ali melihat benda
yang hilang itu tengah dipakai sescorang. Ali memintanya
secara baik-baik, namun erang tersebut memungkiri
pengakuannya. Akhimya perselisihan ini diselesaikan di
pengadilan,

Waktu yang dijadwalkan telah tiba. Ali dan si Pencuri
sudah duduk di seberang meja hijau. Sementara itu, masih
ada yang mengganjal di benak Ali. Ia yang kala itu
menjabat sebagai khalifah tentu menyadari bahwa
persoalan hukumnya akan diputuskan oleh hakim yang
telah ia tunjuk sendiri. Ali khawatir jika karenanya
keadilan akan disampingkan, hanya scbab pemegang palu
putusan itu tak enak hati atau bahkan merasa takut
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kepadanya. Hakim kemudian memutuskan status
kepemilikan baju besi itu sah di tangan pencuri. Namun,
ketika khalifah Ali baru berjalan beberapa langkah keluar
ruang sidang, si Pencuri mencegahnya dan berkata, “Aku
menyaksikan bahwa hukum yang ditegakkan ini adalah
hukumnya para nabi. Seorang Amir Al-Mukminin
membawaku kepada hakim utusannya, tapi hakim
tersebut memenangkanku. Saya bersaksi bahwa tidak ada
Tuhan yang berhak disembah kecuali Allah SW1, dan saya
bersaksi bahwa Muhammad adalah utusan-Nya.
Semenlara baju besi ini, sejujurnyva milik Anda, wahai
khalifah” Ali tersenyum, namun ia tetap tidak mau
menerima  pengembalian  barang  kesavangannya  itw
Secara tulus khalifah Ali menghadiahkannya kepada si
Pencuri yang kini telah bertaubat.

Materi buku ini menggambarkan betapa tidak mudah
menegakkan independensi peradilan di negara ini, karena
kekuasaan kehakiman senantiasa dicoba ditempatkan di
bawah kekuasaan eksekutif dan/atau bahkan pernah
dijadikan bagian dari kekuasaan eksekutif di era
Demaokrasi Terpimpin Soekarne dengan menjadikan Ketua
Mahkamah Agung sebagai anggota Kabinet Pemerintah.

Belum lagi bila kita berbicara tentang kepentingan
dari para pihak yang berperkara di pengadilan. Para pihak
ini hampir selalu mencari celah untuk memasukkan
pengaruhnya kepada hakim ataupun pejabat pengadilan
untuk mendapatkan putusan atau proses pengadilan yang
menguntungkan. Penelitian ini juga memberi gambaran
rahwa keinginan menempatkan kekuasaan kehakiman di
rawah pengaruh kekuasaan eksekutif dilakukan strategi
roliik hukum dengan rekayasa peraturan perundang-
indangan terkait kekuasaan kehakiman.
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Intervensi pemerintah terhadap proses pengadilan
juga terjadi di masa lampau, baik melalui pernyataan
verbal dalam media massa oleh pejabat pemerintah
maupun  tekanan fisik terhadap hakim dan proses
peradilan. Tekanan fisik tersebut dapat dilihat dari
kehadiran sejumlah aparat keamanan yang mendominasi
ruang pengadilan ketika sidang berlangsung sebagaimana
sering terjadi di era Orde Baru Soeharto.

Kchadiran buku ini diharapkan dapat memperkaya
khazanah perbukuan di bidang peradilan. Penulis
menyadari buku ini masih jauh dari sempurna karena it
kritik dan masukan akan diterima dengan lapang dada.
Semoga buku ini dapat memberi sumbangan kepada ilmn
pengetahuan hukum dan dunia praktik di Indonesia.

Jakarta, 10 November 2021

Dr. A, Muhammad Asrun, SH., M.H
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BAB I
PENDAHULUAN

engaruh  kekuasaan  pemerintah  terhadap
Pku]:uasaan peradilan sejak era Demokrasi
Terpimpin di bawah Presiden Seckarno sampai era
Pemerintahan Orde Baru di bawah Soecharto memiliki
pengaruh sampai kepada proses peradilan di tingkat
Mahkamah Agung.! Peralihan kekuasaan dari Soekarno
kepada Soeharto melahirkan harapan agar dikoreksi
kesalahan yang telah dilakukan oleh Soekarno.? Soekarno
telah menempatkan hukum dan hakim sebagai alat
revolusi dan memiliki kekuasaan untuk campur tangan
dalam proses peradilan bilamana kepentingan revolusi
terancam  sebagaimana dinyatakan Pasal 19 Undang-
Undang Nomor 19 Tahun 1964 tentang Ketentuan-
Ketentuan Pokok Kekuasaan Kehakiman. Tentang
harapan terscbut, Timothy Lindsey menulis:*
“Their hope was for a system in which lawyers, or more
particularly, the low, could reclaim a role as the
normative machinery of sodal equilibrium, mediating
between citizens and citizens and behween ctizens and

stafe, rather Han continuing as the coercive tools of the
executroe.”

' A Muhammad Asrun, Krisis Peradilun, Malkamah Agung &f Buwah
Soeharls, Kata Pengantar Prof. Dr. Jimly Asshiddigie, SH. (Jakarta:
ELSAM, 2004), 1,

! Timothy Lindsey, eds., "Frem Rule of Law to Law of the Rulers - to
Reformation,” in Timothy Lindsey, eds, Imdonesin, Law and Society
Sydney: The Federalion Press, 1999), 13,

* 1,




Pengaruh kekuasaan pemerintahan otoriter terhadap
pelaksanaan kekuasaan kehakiman yang independen
terfadi mulai pada proses peradilan sampai kepada
pengaturan  finansial, organisasi dan administrasi
kekuasaan kehakiman! Segenap pengaruh eksekutif
terhadap peradilan tersebut harus dilihat dalam rangka
menghambat pelaksanaan kekuasaan kehakiman yang
independen. Pembahasan soal independensi kekuasaan
kehakiman juga dapat dilepaskan dari perdebatan teoritik
tentang kekuasaan kehakiman vang independen itu
sendiri. Hambatan terhadap pelaksanaan kekuasaan
kehakiman yang merdeka, menurut Todung Mulya
Lubis,> mempunyai dasar berpijak, yaitu lemahnya dasar
konstitusional dari kebebasan dan keindependensian
sistem peradilan.®* Namun, Lubis menilai FPasal 24 dan
Pasal 25 UUD 1945 (sebelum amandemen) terasa terlalu
sumir dan Penjelasan kedua pasal terscbut tidak
menjaarkan  prinsip  kebebasan  dari  kekuasaan
kehakiman.?

Serba  ketidakjelasan  tersebut  memungkinkan
lahirnya interpretasi lain dari yang dimaksud oleh

* Hans Thoolen, eds., Indonesia and The Rule of Low, Twenty Years of
“New Order’ Goverrneent [London: Brances Pinter Publishers, 1987), 67,
* T. Mulya Lubis, "Kebebasan dan Keindependanan Sistem Peradilan:
Tak Disa Bertepuk Sebelah Tangan”, (Makalah disampaikan dalam
Lokakarya Mencari Format Peradilan yang Independen, Hersib dan
Prafesional di Indonesia, Jakarta, 11-12 Januari 1999), 1.

* Todung Mulya Lubis, “The Revhtstaat and Human Rights,” in
Himothy Lindsey, eds., Indonesia, Law and Society (The Federation
Press, 10993, 176,

" 5 Pompe, The Indowesion Supreme Coyrs Fifty Years of Judicial
Development (Leiden: Van Vollenhoven Institute for Lew and
Administralion 1in Non-Western Countries, Faculty of Law, Leiden
University, dissertation, 1996), 60.




pembuat UUD 1945 Intepretasi lain yang dimaksud
tersebut tampaknya dapat dilihat dari kehadiran Pasal 11
UU MNo. 14 Tahun 1970, Mantan Ketua Mahkamah Agung
Purwote Gandasubrata memiliki pendapat yang sama
dengan Lubis tersebut, yaitu Fasal 24 dan Pasal 25 UUD
1945 (sebelum amandemen) serta penjelasannya tdak
secara tegas mengatur kekuasaan kehakiman.® Karena itu,
penting penjabaran lebih lanjut tentang keduva pasal
tersehnt, yang tidak boleh mengurangi dan membatasi
kekuasaan kehakiman dan mempertegas kedudukannya
sederajal dengan kekuasaan pemerintahan negara.

Perdebatan tentang  independensi  pradilan
sesungguhnya tidak dapat dilepaskan dari pembahasan
kekuasaan kehakiman sebagai suatu cabang kckuasaan
negara yang erat dikaitkan dengan konsep negara hukum
(rule of law),” di mana proses peradilan yang independen
dan imparsial merupakan salah satu syarat tegaknya
negara hukum. Setiap pribadi yang berhadapan dengan
proses peradilan harus dianggap sama di mata hukum.W
[ samping proses peradilan yang independen dan
imparsial, dua ciri lain konsep negara hukum, yaitu
adanya jaminan perlindungan hak asasi manusia tanpa
memandang ras, jenis kelamin, larat belakang budaya,

* Purwote (Gandasoeblara, “Kedudukan dan Fungsi Kekuasaan
Kehakiman Menurut UUTr 1945” (Makalah dalam Sarasehan tentang
Fadudukan dan Funpsi Kehakiman Menurut UUD 15945, Jakarta, 18
maret 199g), 2.

? Richard H. Fallon, |r., “The Rule of Law as a Concept in
Conslitutional Dhscourse” in Columbia Law Eeview 97, Mo, 1 (1997),

-
1-2,

Lifiat juga AN. Dicey, Intrvduction tv the Study of the Law of e
Constitution, 2nd edition {(Londor; MachMillan, 1959), 181-205,
® Richard H. Fallon, Jr., op.dit, 89.
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kondisi ekonomi dan pandangan politik serta prinsip
kepastian hukum." Ismail Suny melihat independensi dan
imparsialitas peradion sebagai slaah satu dari sepuluh
kondisi minimum agar tercipta suatu masyarakat di
bawah rule of law.!? Sehingga dapat dikatakan bahwa
terdapat landasan yang kuat bagi kehadiran kekuasaan
kehakiman yang independen sebagaimana diamanatkan
dalam Penjelasan UUD 1945 sekalipun sumir dalam hal
kekuatan mengikat hukumnya.

Sesungguhnya keinginan untuk menegakkan
kekuasaan kehakiman yang merdeka, sejalan dengan
semmangat yang dikandung dalam Pasal 24 dan Pasal 25
UUD 1945 (sebelum amandemen). Penjelasan Pasal 24 dan
Pasal 25 tersebut menyatakan bahwa:

“Kekuasaan Kehakiman ialah ketaiasaan yang merdeka,

artinya terepas dari pengaruh kekuasaan pemerintah.

Berimbung dengan itu, harus diadakan jaminan dalam

Lindang-undang tentang kedudukannya para hakim.”

Ketentuan dua pasal UUD 1945 tersebut melarang
cabang-cabang kekuasaan negara lamnya untuk
mempengaruhi kekuasaan kehakiman dalam bentuk dan
cara apapun. Pernyataan tersebut harus ditafsirkan bahwa
baik keadaannya, bentuk maupun susunannya termasuk
para pelaksananya, yaitu para hakim harus diatur oleh
Konstitusi  dan Undang-undang organik tentang
Mahkamsah Agung. Berbeda dengan pengaturan
sebelumnya, ketentwan Pasal 24 UUD 1945 setelah

1 T,
12 lsmail Suny, Mercari Keadilan, Sebugh Otokiografi (Jakarta: Ghalia
Indonesiu, 1982), 262,
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amandemen secara tegas memuat jaminan independensi
kekuasaan kehakiman.

Watak  autoritarian  Pemerintahan  Sockarno
mempengaruhi kekuasaan kehakiman, yailu intervensi
terhadap pelaksanaan kekuasaan kehakiman yang
merdeka melalui Undang-Undang Nomor 19 Tahun 1964
tentang  Ketentuan-Ketentuan  Pokok  Kekuasaan
Kehakiman Retorika politik vang revolusioner telah
merasuki Undang-Undang Nomor 19 Tahun 1964, yang
memberikan  kekuasaan kepada Presiden umniuk
melakukan intervensi terhadap peradilan, dalam hal
kepentingan nasional atau kepentingan revolusi terancam,
Melalui Undang-Undang Nomor 19 Tahun 1964, Soekarno
telah  menempatkan  penyelenggaraan  kekuasaan
kehakiman di bawah kontrol kekuasaan eksekutif, dengan
memberikan kekuasan kepada Presiden untuk melakukan
intervensi terhadap peradilan dalam hal kepentingan
nasional atau kepentingan revolusi terancam. Soekarno
membuat undang-undang tersebut tidak hanya karena
gusar menyaksikan penolakan sejumlah hakim untuk
didikte, tetapi alasan yang lebih mendasar lagi adalah
bahwa dia menginginkan mobilisasi dukungan penuh
dari para ahli hukum dan advokat.

Intervensi kekuasaan  cksekutif  terhadap
pelaksanaan kekuasaan kehakiman berlanjut di era
Pemerintahan Orde Barn di bawah Presiden Soeharto
sebagai manifestasi otorianisme.™ Pemerintah Soeharto

Y Tedung Mulya Lubis, “ The Rechtstaat and Human Rights,” op.cit.,
176.

W Lembaga Pembingan Hukum Nasional, Risalah Seounar Hukum
Masional I {Jakarta, 1968, tidak diterbitkan).
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menghambat pelaksanaan kekuasaan kehakiman yang
independen melalui Undang-Undang Nomor 14 Tahun
1970 tentang Pokok-Pokok Kekuasaan Kehakiman.
Kekuasaan Kehakiman yang independen tlidak dapat
dilaksanakan secara uluh, karena pengaturan
administrasi, organisasi dan finansial peradilan diletakkan
di abwah Departemen Kehakiman, Ketentuan Pasal 11
Undang-Undang Nomor 14 Tahun 1970 telah
menimbulkan apa yang disebut dengan dualisme dalam
pelaksanaan kekuasaankehakiman, yaitu sisi  teknis
peradilan berada di bawah Mahkamah agung dan sisis
administratift berada di bawah kendali Departemen
Kehakiman. Kehadiran Undang-undang Nomor 14 Tahun
1970 tidak lain merupakan kekalahan kaum reformis yang
ketika itu bekerja keras untuk mencegah terulangnya
pengebirian  kekuasaan kehakiman di masa rezim
Demokrasi Terpimpin.

Tahap perkembangan yang sangal penting bagi
sejarah kekuasaan kehakiman di era Orde Baru terletak
pada Seminar Hukum Nasional pada tahun 1968,1°
dimana para hakim ingin menjadikan momentum ini
untuk memperjuangkan kekuasaan kehaldman  yang
merdeka, Hasrat para hakim untuk  menghadirkan
kekuasaan kehakiman yang merdeka divngkapkan secara
jelas dalam  sambutan Ketua Ikahi  Asikin
Kusumaatmadja.'®* Asikin menghendaki Mahkamah
Agung sebagal pemegang kekuasaan kehakiman tertinggi,

Baoi juga fulie South Wood and Patrick Flanagan, Imdonesig, Law,
Propaganda ard Tervor {London: Zed Press, 1983), 81,

 Thid.,

5 Pompe, op.cl., 76-83.
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vang scjajar dengan eksekutif dan legislatif.’? Namun hal
tu menurut Asikin hanya lnggal sebagai mitos jika
stonomi dan kekuasaan peradilan tidak secara nyata
liajukan. Pidato Asikin tersebut memperjelas posisi
akim dan keinginan mereka.

Para halkdm kembali memperlihatkan konsistensi
emangat dalam cita-cita menegakkan kekuasaan
hakiman yang bebas dari pengaruh dan ketergantungan
rada eksekutif, ketika mereka mengadakan Musyawarah
erja Ikahi dari tanggal 14 sampai 15 Februan 1970.
fusyawarah Kerja Ikahi terssebut berhasil mengajukan
eberapa usul kepada Dirjen Pembinaan Badan-badan
eradilan, antara lain, yaitu:1®

“Supaya menjamin peradilan bebus dan tidak mewihak

dari faktor-fakior ektrajudisial diusahakan agar dalom

jangka waktu 5 (lima) tahun, organisasi, administrasi dan

[inansial dari peradilan di ingkungan Peradilan Umum

dan Tata Usaka Negara, yang selama ini membawalkan

Dirgen  Peradilan Umum difepaskan dan langsung di

bawah Mahkamah Agung”.

Perjuangan lkahi bagi terwujudnya kekuasaan
hakiman vang merdeka juga mendapat dukungan dari
langan advokat, vaitu Peradin (Persatuan Advokat
donesia). Peradin mendukung seluruh rekomendasi
ng dihasilkan dalam pertemuan pertemuan Tkahi,
radin bahkan mengusulkan agar Mahkamah Agung
deri hak menguji undang undang secara material.
ulan Peradin tersebut tidak pernah terwujudkan
b,

id,

Politik Hukum Peradilen o
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sampai berakhirmnya Pemerinahan Soeharlo pada tanggal
21 Mei 1998,

Perjuangkan independensi peradilan memang gagal
dengan diintrodusirnya  ketentuan pengaturan
administrasi hakim di bawah Departemen Kehakiman
sebagaimana diatur dalam Pasal 11 Undang-Undang
Nomor 14 Tahun 1970 tentang I"okok-Pokok Kekuasaan
Kehakiman, yang ditentang keras oleh Mahkamah Agung,
Ketentuan Pasal 11 terscbut di kemuadian hari terbukb
scbagai sarana yang strategis untuk mengganjal
independensi hakim.

Hambatan pelaksanaan kekuasaan kehakiman yang
merdeka juga dapat dijumpai pada bagian lain dari
Undang-Undang Nomor 2 Tahun 1986. Undang-undang
ini mensyaratkan bahwa seseorang harus menjadi
pegawal negeri untuk dapat diangkat sebagai hakim
Pengadilan Negeri dan Pengadilan Tinggi. Dengan
demikian, karena hakim adalah pegawai negeri, maka dia
harus tunduk pada ketentuan Undang-undang Pegawai
Negeri (Korpri). Karena hakim adalah anggota Korpri,
maka dia harusmendukung Golkar. Loyal terhadap
Golkar berarti juga kepada pemerintah. Hal itu mudah
dilihat dari posisi hakimyang ketika mengadili perkara
pidana politik atau perkara perdata dengan pemerintah
sebagai pihak dalam perkara yang diperiksa.

Berakhirnya kekuasaan Pemerintahan Orde Baru
pada tahun 1998 membawa harapan bagi penguatan
jaminan independensi peradilan. Pasca Pemerintahan
Orde Baru dilakukan amandemen UULD 1945 yang
membawa perubahan mendasar dalam pelaksanaan

o Pendahuluan
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uasaan kchakiman, vang ditandai dengan penegasan
nan independensi kekuasaan kehakiman sebagaimana
ur dalam Pasal 24 dan penambahan Mahkamah
stitusi dan Komisi Yudisial scbagai lembaga-lembaga
1 dalam cabang kekuasaan kehakiman,' di samping,
tkamah Agung yang selama ini menjadi lembaga
wdilan tertinggi di Indonesia, Perubahan fundamental
sbut merupakan satu cilacita reformasi yang telah
sjuangkan oleh kalangan akademisi hukum dan
dtisi hukum di awal pemerintahan Presiden Soeharto
ik mengkoreksi  penyimpangan  pelaksanaan
iasaan kehakiman vang terjadi di era Demokrasi
impin di bawah Presiden Soekarno, Intervensi
iasaan terscbut telah mengakibatkan hilangnya
pendensi  kekuasaan kehakiman, yang merupakan
n satu pilar penting yang harus ada dalam scbuah
wra hukum yang demokratis. ®

i  era Demokrasi Terpimpin, pemerintah
dapatkan legitimasi untuk campur tangan dalam
an pengadilan melalni UU No. 19 Tahun 1964,
aa proses peradilan dapat dihentikan untuk
mtngan kelanjutan revolusi. Penyimpangan tersebut
ba dikoreksi melalui perubahan UU No. 19 Tahun
di masa awal pemerintahan Presiden Soeharto.
va memberi bobot lebih besar terhadap kemandirian
1asaan kehakiman juga menemui ganjalan dengan
dusirnya ketentuan asal 11 UU No. 14 Tahun 1970,

thkamah Konstitosi diatur dalam Pasal 24C UUD 195 dan
si Yodisial diatur dadam Pasal 248 UUUD 1945,

nnis . Mueller, Comstitufiona! Demoeracy, (Oxford: Oaford
sty Press, 1996), 279
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Ketentuan Fasal 11 tersebut menempatkan urusan
administrasi-finansial-organisatoris kehakiman di bawa
Departemen Kehakiman. Mahkamah Agung hanya
mengurus persoalan teknis peradilan. Ketentuan Pasal 11
itu  menimbulkan perscalan dualisme kekuasaan
kehakiman.

Sesungguhnya sudah sejak lama diimpikan bahwa
sistem kekuasaan kehakiman itu dikembangkan menjadi
satu atap di bawah Mahkamah Agung.® Dengan
demikian, pembinaan  administrasi  badan-badan
peradilan yang selama ini ditangani secara terpisah-pisah
di bawah beberapa departemen pemerintahan, dapat
direorganisasikan seluruhnya di bawah pembinaan
Mahkamah Agung. Upaya menjadikan satu atap
kekuasaan kehakiman ilu baru tercapai di bawah
pemerintahan Presiden B.J. Habibie kemudian melakukan
koreksi terhadap persoalan independensi kekuasan
kehakiman tersebut melalui perubahan ketentuan Pasal 11
UU No. 14 Tahun 1970 dengan UU No. 35 Tahun 1999,

Harapan bagi penguatan jaminan independensi
kekuasaan  kehakiman  baru  lerpenuhi  dengan
diundangkannya Undang-Undang Nomaor 35 Tahun 1999,
yang mengoreksi Pasal 11 Undang-Undang Nomor 14
Tahun 1970 sebagai payung hukum bagi dualisme
administrasi peradilan. Undang-Undang Nomor 35 Tahun
1999 mensyaratkan periode transisi selama lima tahun
untuk menempatkan segenap wurusan administrasi
pengadilan dibawah Mahkamah Agung.

B Jimly Asshiddigie, Formst Kelembugwan Negara dam Pergeseran
Kekupsaan Kehalman dalam LUUD 1945, (Yogyakaria: FH Ull Press,
2004), 235,
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Pemberantasan  Kegiaten  Subversi  Nomor
11/Pnps/Tahun 1963, Lembaran Negara Tahun
1969 Nomor 36, Tambahan Lembaran Negara
Nomor 2900).

Republik Indonesia, Undang Undang Nomor 26 Tahun 1999
tentang  Pencabutan Undang-undang Nomor
11/Pnps/tahun 1963 tentang Pemberantasan
Kegiatan Subversi. Lembaran Negara Tahun 1969
Nomor 73, Tambahan Lembaran Negara No. 3349.

Republik Indonesia, Undang-undang Nomor 8 Tahun 1981
tentang Hukum Acara Pidana. Tembaran Negara
Nomor 76 Tahun 1981.
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Repuhlik Indonesia, Penelapan Presiden Republik Indonesia
Tentang Dewan Perwakilan Kakyat, Penpres No. 1
Tahun 1959 Lembaran-Negara Tahun 1959 No. 76,
TLN NO. 1815.

Republik Indonesia, Penetapan Presiden Republik Indonesia
Tentang Dewan Perwakilan Rakyat, Penpres No. 3
Tahun 1960, Lembaran-Negara RI Tahun 1960 No.
24,

Republik Indonesiu, Penetapan Presiden Republik Indonesia
lentang  Majelis  Permusyawaratan  Rakyat
Sementara, PENPRES Nomor 2 Tahun 1959
Lembaran Negara l'ahun 1959 No., 77, TLN NO.
1816.

Republik Indonesin, Penetapan Presiden No. 1 Tahun 1960
tentang Garis-Garis Besar Daripada Haluan
Negara. Lembaran Negara Tahun 1960 No. 10,
Tambahan Lembaran Negara Eepublik Indonesia
Nomor 1931.

Republik [ndonesia, Penetapan Presiden Republik Indonesia
Tentang Dewan Pertimbangan Agung Sementara,
PENPRES Nomor 3 Tahun 1959 Lembaran-Negara
Tahun 1959 Ne. 78, TLN NO. 1817,

Republik Indonesta, Penetapan Presiden Republik Indonesia
Tentang Menyesuaikan Undang-Undang No. 80
Tahun 1958 Tentang Dewan Perancang Nasional,
Penpres No.4 Tahun 1959 T_EntharanuNegara Tahun
1959 No. 79, TLN No. 1818.

Republik  Indonesia,  Penetapan  Presiden  tentang
Pemberantasan Kegiatan Subversi, PENPRES No.
11 Tahun 1963, Lembaran Negara Republik
Indonesia MNo. 101, Tahum 1963, Tambahan
Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 2595,
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Republik Indomesia, Keputusan Presiden No. 168 Tahu
1959 tentang pergantian dan penambahan Anggot
DPA Sementara.

Republik indonesia, Keputusan Presiden Nomor 200 Tahu
1960 Pembubaran Partai Politik Masyum
Termasuk Bagian/cabang, Ranting Di Seluru
Wilayah Negara Republik Indonesia,

Republik Indonesia, Keputusan Presiden Nomor 201 Tahu
1960 tentany Pembubaran Partai Sosialis Indonesi:
termasuk bagian-bagian/cabang-cabang/ranting
rantingnya di seluruh wilayah Megara Republi
Indonesia.
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